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Penyelenggaraan 
Kehutanan dalam 
Pembangunan Nasional



PROGRAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2014-2019

Nilai Pembangunan berkelanjutan

Sasaran Strategis 
Pembangunan

Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkat setiap tahun untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan

Indikator Kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada selang 66, 5-68, 6

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup melalui 
perhutanan sosial dan kemitraan

Kontribusi sumberdaya hutan terhadap produk domestik bruto nasional meningkat setiap tahun

Jumlah Program 13 Program:
1. Konservasi Sumber Daya  Alam dan Ekosistem
2. Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
3. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha  Kehutanan
4. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
5. Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
6. Pengendalian Perubahan Iklim
7. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Penelitian dan Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Planologi dan Tata Lingkugan
10. Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
11. Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
12. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanna
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan
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KonkurenAbsolut

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Agama
4. Yustisi
5. Politik Luar 

Negeri
6. Moneter & Fiskal

Pilihan
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KEHUTANAN, dll.

Kes, Pendidik, PU, 
dll.
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Non Pelayanayan 
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Hubungan Antara 

Perencanaan Pusat dan Daerah



Implikasi UU.23/2014 
terhadap Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Bidang Kehutanan



PENGALIHAN PERSONIL, 

SARANA/PRASARANA, PENDANAAN,  

& DOKUMEN (P3D)

BERDAMPAK P3D

PENATAAN KEWENANGAN

UU No. 23 TAHUN 2014

(PEMERINTAHAN DAERAH)

HARUS DISELESAIKAN SEGERA



MANDAT
UU 23 TAHUN 2014

SISTEM 
PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KEBIJAKAN 
PENGELOLAAN 

SUMBERDAYA ALAM
UU 23/2014

ADMINISTRASI OPERASIONAL

 Penguatan pengelolaan SDA : Kehutanan pada tingkat tapak
 Kelembagaan dan tata kelola hutan pada tingkat tapak

 Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (Pusat – Provinsi – Kab/Kota)
 Urusan wajib non pelayanan dasar : lingkungan hidup
 Urusan pilihan : kehutanan
 Penguatan struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan

TERHADAP PEMBANGUNAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN

©Pusjakstra2016



N
O

SUB URUSAN DAERAH PROVINSI
DAERAH 

KAB/KOTA

1 PENGELOLAAN 
HUTAN

 Tata hutan KPH (kecuali KPH K)
 Rencana pengelolaan KPH (kecuali KPH K)
 Pemanfaatan kawasan hutan – hasil hutan bukan kayu –

pemungutan hasil hutan – jasa lingkungan pada kawasan 
hutan produksi dan hutan lindung

 Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
 Perlindungan hutan pada hutan lindung dan hutan 

produksi
 Pengolahan hasil hutan bukan kayu
 Pengolahan hasil hutan kayu (kapasitas < 6.000 m3/tahun)
 Pengelolaan HDTK untuk kepentingan religi

-

2 KSDAE  Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan TAHURA lintas 
kabupaten/kota

 Perlindungan TSL yang tidak dilindungi
 Pengelolaan kawasan ekosistem penting dan daerah 

penyangga

Pelaksanaan 
pengelolaan 
Taman Hutan 
Raya (TAHURA) 
kabupaten/kota

3 PENYULUHAN  Penyuluhan kehutanan provinsi
 Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

-

4 PENGELOLAAN 
DAS

Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam 
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

-

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
DAERAH PROVINSI & DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU NO 23 TAHUN 2014)

©Pusjakstra2016



PEMBAGIAN KEWENANGAN 

URUSAN KONKUREN BIDANG KEHUTANAN

Diperjelas lagi dalam rumusan fungsi dasar pelaksanaan urusan kehutanan di 
daerah:
1.   Bahwa fungsi dasar pelaksanaan urusan kehutanan di daerah sebagai 

bentuk pelaksanaan kewenangan dengan fungsi layanan utama dan 
layanan pendukung

2.   Layanan utama sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan dan 
pengusulan penganggaran untuk melaksanakan urusan sesuai dengan 
kewenangan serta penataan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi

DRAFT



POSISI K/L
TERHADAP PELAKSANAAN

UU NO 23 TAHUN 2014
PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL PENJELASAN

Pasal 8 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan

Pasal 14 Penyelenggaran urusan pemerintahan konkuren

Pasal 16 Menetapkan NSPK penyelenggaraan urusan pemerintahan

Pasal 24 Melakukan pemetaan urusan pemerintahan untuk penetapan 
kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Daerah

Pasal 211 Menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah

Pasal 233 Menetapkan kompetensi teknis untuk kepala perangkat daerah

Pasal 258 Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan nasional
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UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 404 “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai 

akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) 

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

©Pusjakstra2016

Surat Edaran Menteri LHK 

Nomor: SE.5/MenLHK-II/2015 

tanggal 21 Mei 2015

Butir 3.3. Sub urusan 

pemerintahan bidang kehutanan

yang terkait dengan P3D tetap 

dilaksanakan oleh pemerintah 

kab/kota paling lama 2 (dua) 

tahun sejak UU No. 23 Tahun 

2014 diundangankan sampai 

dengan diserahkannya P3D 

kepada Provinsi

Surat Edaran Menteri DAGRI

Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015

• Butir 1 bahwa kepada Gubernur, Bupati dan Walikota diminta untuk 

menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar 

tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan 

pemerintahan konkuren paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima 

personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat 2 

Oktober 2016 serah terima berita acara pendanaan paling lambat

tanggal 31 Desember 2016.

• Butir 8 bahwa Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan K/L 

terkait, dan melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bangda.

PENGALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, DOKUMEN (P3D)



SERAH TERIMA 2-10-2016

INVENTARISASI 31-3-2016

SERAH TERIMA 31-12-2016

 Inventarisasi P3D Tingkat  Pemerintahan

 Inventarisasi – Klasifikasi – Validasi Data dan Informasi

Serah Terima Personel, Sarana Dan 

Prasarana Serta Dokumen (P2D)

Serah Terima Berita Acara 

Pendanaan

(Sesuai SE Mendagri Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015)

©Pusjakstra2016

ALUR PENGALIHAN P3D



PROGRESS P3D BIDANG KEHUTANAN
(SUMBER DITJEN BANGDA – KEMENDAGRI / 2016) 

No. Provinsi
Kab/Kota

Person Pras. Dana Dok. Ket.
Jumlah Realisasi

1. NAD 23 23 23 23 23 23 -

2. Sumatera Utara 33

3. Sumatera Barat 19

4. Riau 12 12 12 4 4 4 Kab. Siak, Kampar, 

Inhil & Kota Pekanbaru

5. Kepulauan Riau 7

6. Jambi 11 11 11 0 0 0 Total Personil 552 

orang

7. Bengkulu 10

8. Sumatera Selatan 17

9. Kep. Bangka Belitung 7

10. Lampung 15

11. D.K.I Jakarta 6

12. Jawa Barat 27

13. Banten 8

14. Jawa Tengah 35 35 35 0 0 0 Total Personil 626 

orang

15. D. I. Yogyakarta 5

16. Jawa Timur 38

17. Bali 9

Total 282



Arahan Perencanaan 
Kehutanan sesuai 
UU.23/2014



DINAS

KPH

ADMINISTRASI

OPERASIONAL

Titik berat 

kepada 

fungsi 

administrasi

Titik berat 

kepada 

fungsi 

operasional
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PRINSIP TATA KELOLA HUTAN

SEBAGAI KONSEKUENSI
UU NO 23 TAHUN 2014



POTRET KPH 

DI RIAU

KPH BERLEMBAGA KPH BELUM BERLEMBAGA

TERBAKAR (HA) 7.339 104.702

TIDAK TERBAKAR (HA) 997.227 2.397.222
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Perbandingan Areal KPH Terbakar di Riau4
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RPHJP

KPH di Provinsi Riau

KPH
KPHL
KPHP

4,2%0,7%

Sumber : Dit RPP Wil Pengelolaan Hutan 



No Keterangan Riau Jambi Sumsel Kalbar Kalteng Kalsel Papua TOTAL

1 KPH 

Berlembaga

6 6 10 5 8 8 6 49

Gambut (Ha) 644,406 15,054 509,864 151,268 333,804 0 73,857 1,728,253

Non Gambut 

(Ha)

360,160 473,179 1,170,166 913,394 2,110,168 842,234 970,667 6,839,968

Luas terbakar 

(Ha)

7,339 20,107 198,474 12,220 27,176 10,898 293 276,507

Luas Tidak 

Terbakar (Ha)

997,227 468,123 1,481,556 1,052,442 2,416,795 831,336 1,044,232 8,291,711

2 KPH Belum 

Berlembaga

26 11 14 29 26 5 51 162

Gambut (Ha) 1,717,933 237,891 478,476 869,107 1,433,776 0 3,060,426 7,797,610

Non Gambut 

(Ha)

880,050 675,850 323,785 4,633,359 4,842,988 561,531 14,430,128 26,347,691

Luas terbakar

(Ha)

104,702 38,029 170,692 20,289 233,979 432 97,168 665,291

Luas Tidak 

Terbakar (Ha)

2,397,222 875,584 638,079 5,482,177 6,042,785 561,099 17,393,385 33,390,331

KONDISI LAPANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DI 7 PROVINSI PRIORITAS RAWAN KEBAKARAN

Sumber : Dit RPP Wil Pengelolaan Hutan 



Penyuluh,  MPA, PKSM, PEH,    
PAMHUT Swakarsa, POLHUT, 

Manggala Agni, Kader 
Konservasi, Bakti Rimbawan

APBN, APBD,                 
DAK, Hibah

Kantor resort,
Alat Pemadaman, 

Kendaraan 
Operasional

RPHJP, NSPK,              
Kebijakan, Tahubja

Penggunaan 
Kawasan, 
Potensi Kayu, 
Non Kayu, Jasling

MAN

Money

MachineMethod

Material

Apa yang harus 

dipersiapkan?



PEMBANGUNAN KPH TIDAK 
TERHAMBAT 

(1)
OPERATIONAL

(2)
MENGARUS 
UTAMAKAN 
KPH DALAM 
INTERNAL 
KLHK DAN 

GUBERNUR

KLHK SEBAGAI AKTOR 
PENYEDIA LAYANAN 

MENEJEMEN 
PEMBANGUNAN KPH 

KPH MELEMBAGA SEBAGAI 
INSTRUMEN PHPL  DAN 

PENGENDALIAN 
KEBAKARAN dan

menejemen gambut

MANAJEMEN MATRIK 
FOCUSING ANGGRAN, 

SDM, SARANA, TEKNOLOGI 
DST

Kebakaran hutan dan
lahan

Interaksi dengan
pemegang ijin

Konflik lahan

Industry linkage 

FORESTRY and peat 
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OPERASIONALISASI KPH 
LANCAR

FRAMEWORK 
PERCEPATAN

TUJUAN
TANTANGAN YANG 

DIATASI 

BAGAIMANA 

MENGERJAKANNYA

Regulasi

KPH  case

Komitmen DAERAH

Komitmen PUSAT



TERIMA KASIH

Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 14

T/F (021) 5720226

Email : pusjakstra@gmail.com



Lampiran UU.23/2014



Lampiran UU.23/2014



Lampiran UU.23/2014



Lampiran UU.23/2014



Lampiran UU.23/2014



Lampiran UU.23/2014



2014-2019 : 
INDONESIA YANG 

BERDAULAT, 
MANDIRI DAN 

BERKEPRIBADIAN 
BERLANDASKAN 

GOTONG ROYONG

1.

Menghadirkan 
kembali negara 

untuk 
melindungi 

segenap bangsa 
dan memberikan 

rasa aman

2. 

Membangun tata 
kelola 

pemerintahan 
yang bersih, 

efektif, demokratis 
dan terpercaya

3.

Membangun 
Indonesia 

dari pinggiran

4.

Memperkuat 
kehadiran negara 
dalam melakukan 
reformasi sistem 
dan penegakan 

hukum 

5. 
Meningkatkan 

kualitas 
manusia 

6. 

Meningkatkan 
produktivitas 

rakyat dan daya 
saing di pasar 
Internasional

7.

Mewujudkan 
kemandirian 

ekonomi dengan 
menggerak sektor-

sektor strategis 
ekonomi domestik

8.

Melakukan 
revolusi 
karakter 
bangsa

9.

Memperteguh 
kebhinekaan 

dan 
memperkuat 

restorasi sosial 

POSISI
PEMBANGUNAN 
KEHUTANAN 
PADA 
NAWACITA Pengelolaan Hutan 

dg skema HKm, 
HTR, HD, HR,Hutan 

Adat

Pembangunan 

Pedesaan

Hutan Energi

Kedaulatan 

Energi
Rehabilitasi Lahan 
kritis, Pengelolaan 

DAS

Ketahanan Air

Pariwisata di 
Kawasan Konservasi

Pariwisata

Pemanfaatan di          
bawah tegakan

Kedaulatan 

Pangan

Integrasi Batas 
kawasan hutan 
dengtan BPN

Kepastian hak 

atas tanah

Meningkatkan 
frekuensi 

pemberantasan

Pemberantasan 

illegal logging 

dan TSL

Pembangunan KPH, 
peningkatan export dan 

industri berbasis kemitraan

Peningkatan hasil  hutan 

untuk ekonomi kreatif rakyat


